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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat ()
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam
rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan
Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi

Nasional;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
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Menetapkan

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN REKENING KHUSUS PEMBIAYAAN
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya
disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk

pemulihan perekonomian nasional yang merupakan
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bagian dari kebijakan keuangan negara yang
dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau menghadapi ancaman yang
membahayakan  perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi
nasional.

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada
bank umum tertentu dengan bunga tertentu.

Bank Peserta adalah bank yang menerima Penempatan
Dana Pemerintah dan menyediakan dana penyangga
likuiditas bagi bank pelaksana yang membutuhkan dana
penyangga likuiditas setelah melakukan restrukturisasi
kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan
kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau tambahan
kredit/pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah dan perusahaan pembiayaan
yang melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan
dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan
modal kerja.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada Bank Sentral.

Rekening Khusus Pembiayaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Rekening
Khusus Pembiayaan Program PEN adalah Rekening
Lainnya milik Bendahara Umum Negara di Bank
Indonesia yang digunakan untuk menampung dan
mengelola hasil penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)
yang dibeli oleh Bank Indonesia dalam rangka

pembiayaan Program PEN.
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BAB II
RUANG LINGKUP REKENING KHUSUS PEMBIAYAAN
PROGRAM PEN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara

pengelolaan Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN,

yang terdiri atas:

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

pembukaan dan  penutupan  Rekening Khusus
Pembiayaan Program PEN;

pengoperasian Rekening Khusus Pembiayaan Program
PEN; dan

akuntansi dan pelaporan.

Pasal 3
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
berwenang membuka, mengoperasikan, dan menutup
Rekening Khusus Pembiayaan Program PEN.
Kewenangan Bendahara Umum Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 4
Menteri Keuangan menerbitkan Surat Berharga Negara
(SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana
dalam rangka pembiayaan Program PEN.
Hasil penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disimpan dalam Rekening Khusus Pembiayaan

Program PEN pada Bank Indonesia.

Pasal 5
Berdasarkan penerbitan SBN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan
pembukaan rekening kepada  Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada



